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REFORMASI EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG:  

TANTANGAN DAN PELUANG 

 

1) Pendahuluan: Reformasi sebagai “Proyek Perubahan” dalam 
Negara Berkembang 
 

Reformasi ekonomi di negara berkembang hampir selalu hadir sebagai 
jawaban atas satu dari dua kondisi besar: krisis (neraca pembayaran, 
inflasi tinggi, pelemahan kurs, utang menumpuk, pengangguran) atau 
kebutuhan mengejar ketertinggalan (produktivitas rendah, 
industrialisasi lambat, ekspor tidak kompetitif, ketergantungan 
komoditas). Namun, dalam praktiknya, reformasi ekonomi bukan 
sekadar “paket kebijakan” teknokratis. Ia adalah proyek perubahan 
sosial-politik: memindahkan sumber daya, mengubah aturan main, 
mengganti insentif, dan—yang paling sulit—mendisiplinkan 
kepentingan-kepentingan yang menikmati status quo. 

Di banyak negara berkembang, reformasi sering dipahami secara 
sempit sebagai liberalisasi pasar atau penghematan fiskal. Padahal, 
spektrum reformasi jauh lebih luas: perbaikan tata kelola, reformasi 
birokrasi, penataan BUMN/SOE, pemberantasan korupsi, digitalisasi 
layanan publik, reformasi pajak, reformasi tenaga kerja, hingga 
pembangunan jaring pengaman sosial. Reformasi bukan tujuan akhir; 
ia adalah alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar: 
pertumbuhan berkualitas, pemerataan, pekerjaan layak, ketahanan 
ekonomi, dan kedaulatan kebijakan di tengah guncangan global. 

Literatur empiris menunjukkan bahwa reformasi struktural (misalnya 
reformasi perdagangan, sektor keuangan, dan pasar produk) cenderung 
berkorelasi dengan peningkatan produktivitas di negara berkembang—
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meskipun dampaknya bervariasi tergantung desain, urutan 
(sequencing), dan kapasitas institusi. (World Bank) Namun, pertanyaan 
kunci untuk negara berkembang bukan hanya “apakah reformasi 
meningkatkan efisiensi?”, melainkan juga: siapa yang diuntungkan, 
siapa yang menanggung biaya transisi, dan bagaimana legitimasi 
sosial dijaga. IMF menekankan dimensi “social acceptability” 
reformasi—bahwa keberhasilan reformasi terkait erat dengan persepsi 
keadilan, kompensasi bagi kelompok rentan, dan kualitas institusi. 
(IMF) 

Karena itu, pembahasan berikut menempatkan reformasi ekonomi 
sebagai kombinasi antara: 

1. stabilisasi makroekonomi (inflasi, defisit, utang, kurs, cadangan 
devisa), 

2. reformasi struktural (aturan pasar, kompetisi, perdagangan, 
investasi, tenaga kerja), 

3. reformasi institusional (tata kelola, penegakan hukum, 
birokrasi, data), dan 

4. reformasi sosial-kompensatoris (perlindungan sosial, reskilling, 
layanan dasar). 

 

2) Definisi dan Ruang Lingkup Reformasi Ekonomi 

Reformasi ekonomi adalah serangkaian perubahan kebijakan dan 
kelembagaan untuk meningkatkan kinerja ekonomi: produktivitas, 
efisiensi alokasi sumber daya, stabilitas makro, dan inklusivitas hasil 
pembangunan. Secara praktis, reformasi biasanya mencakup: 

a) Reformasi Stabilisasi Makro 

• disiplin fiskal: memperbaiki struktur belanja dan penerimaan, 
menata subsidi, memperluas basis pajak; 

• kebijakan moneter untuk menekan inflasi dan menjaga 
kredibilitas; 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/636691626716744853/pdf/Structural-Reforms-and-Productivity-Growth-in-Developing-Countries-Intra-or-Inter-Reallocation-Channel.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/english/ch03.pdf?utm_source=chatgpt.com
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• manajemen utang dan risiko pembiayaan; 

• kebijakan kurs dan cadangan devisa untuk ketahanan eksternal. 

b) Reformasi Struktural (Micro & Meso) 

• deregulasi dan penyederhanaan perizinan; 

• reformasi pasar tenaga kerja (fleksibilitas + perlindungan); 

• reformasi sektor keuangan (inklusi, stabilitas, intermediasi 
produktif); 

• kebijakan persaingan (anti-monopoli, level playing field); 

• perdagangan dan investasi: menurunkan hambatan yang tidak 
perlu, menguatkan daya saing ekspor, integrasi rantai nilai. 

Studi IMF dan Bank Dunia banyak menyoroti hubungan reformasi 
struktural dengan produktivitas perusahaan dan agregat. (IMF) 

c) Reformasi Institusional dan Tata Kelola 

• transparansi anggaran, pengadaan, dan regulasi; 

• penegakan hukum kontrak dan kepastian regulasi; 

• antikorupsi dan reformasi birokrasi; 

• digital government untuk menekan biaya transaksi dan peluang 
rente. 

d) Reformasi Inklusivitas dan Kompensasi 

• jaring pengaman sosial; 

• kebijakan pasar kerja aktif (training, placement, reskilling); 

• layanan dasar (kesehatan, pendidikan, nutrisi) sebagai “produktif 
social spending”. 

OECD menekankan bahwa investasi perlindungan sosial dapat 
berfungsi sebagai “mesin pertumbuhan inklusif” bila dirancang sebagai 
pengungkit produktivitas dan partisipasi kerja, bukan sekadar bantuan 
pasif. (OECD) 

https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2018/wp1863.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.oecd.org/en/publications/can-social-protection-be-an-engine-for-inclusive-growth_9d95b5d0-en.html?utm_source=chatgpt.com
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3) Mengapa Reformasi di Negara Berkembang Lebih Rumit? 

Secara teori, reformasi terlihat linear: ubah aturan → insentif membaik 
→ investasi naik → produktivitas naik → pertumbuhan meningkat. 
Namun negara berkembang menghadapi “friksi” yang lebih kompleks: 

1. Kapasitas institusi sering tidak sebanding dengan ambisi 
kebijakan: hukum lemah, birokrasi lambat, data tidak solid, 
pengawasan terbatas. 

2. Struktur ekonomi dualistik: sektor modern kecil, sektor 
informal besar. Reformasi yang “terlalu pasar” bisa menekan yang 
lemah; reformasi yang “terlalu protektif” bisa memelihara 
inefisiensi. 

3. Ketergantungan komoditas membuat fiskal dan kurs rentan 
terhadap siklus harga global. 

4. Politik rente: perizinan rumit sering menjadi sumber pendapatan 
informal dan kontrol kekuasaan. 

5. Legitimasi sosial rapuh: kenaikan harga energi/pangan, 
pemotongan subsidi, atau restrukturisasi BUMN cepat memicu 
protes bila kompensasi tidak kredibel. 

IMF menekankan bahwa reformasi bukan hanya soal “apa 
kebijakannya”, tetapi “bagaimana diterima”, terutama ketika reformasi 
menuntut realokasi sumber daya dan memunculkan pemenang–
pecundang. (IMF) 

 

4) Kategori Tantangan Reformasi: Dari Politik hingga Teknis 

4.1 Tantangan Politik-Ekonomi: Konflik Distribusi 

Reformasi menciptakan biaya transisi dan mengguncang 
“kenyamanan” kelompok yang diuntungkan. Dalam banyak kasus, yang 
menikmati rente status quo memiliki akses politik lebih kuat dibanding 

https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/english/ch03.pdf?utm_source=chatgpt.com
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penerima manfaat reformasi yang menyebar dan tidak terorganisir. 
Akibatnya, reformasi sering menghadapi: 

• resistensi elite: pelaku usaha rent-seeking,  

• resistensi sektoral: industri yang selama ini dilindungi; 

• resistensi birokrasi: karena penyederhanaan proses berarti 

hilangnya sumber kontrol. 

• Secara naratif, bayangkan seorang kepala daerah yang selama 

bertahun-tahun “mengelola” perizinan sebagai instrumen politik 

lokal: memberi izin cepat pada kelompok pendukung, 

memperlambat pada lawan, dan memungut biaya informal. Ketika 

reformasi digital perizinan datang (online single submission, 

integrasi data, tracking), yang hilang bukan hanya “uang”, tetapi 

juga “alat kuasa”. Di titik ini reformasi berubah dari agenda 

ekonomi menjadi konflik politik. 

• 4.2 Tantangan Teknis: Desain, Sequencing, dan Kapasitas 

• Reformasi yang baik sering gagal karena urutan yang buruk. 

Misalnya: membuka impor tanpa menyiapkan upgrading 

produktivitas domestik dan safety net dapat memukul industri 

kecil. Sebaliknya, proteksi terlalu lama menciptakan industri 

“manja” dan tidak kompetitif. 

• Studi tentang reformasi struktural juga menunjukkan efeknya bisa 

datang melalui kanal re-alokasi intra/antar sektor, yang 

mensyaratkan pasar tenaga kerja, keuangan, dan produk cukup 

lentur agar sumber daya berpindah ke aktivitas yang lebih 

produktif. World Bank 

• 4.3 Tantangan Sosial: Ketimpangan dan “Reform Fatigue” 

• Reformasi sering dibayar mahal oleh kelompok yang mobilitasnya 

rendah: pekerja berpendidikan rendah, wilayah tertinggal, sektor 

informal. Jika manfaat reformasi dinikmati terutama oleh kota 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/636691626716744853/pdf/Structural-Reforms-and-Productivity-Growth-in-Developing-Countries-Intra-or-Inter-Reallocation-Channel.pdf?utm_source=chatgpt.com
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besar, kelompok terdidik, dan pemilik modal, maka lahir “reform 

fatigue”: masyarakat muak pada jargon reformasi dan menjadi 

rentan terhadap populisme. 

• OECD dan banyak lembaga pembangunan menekankan bahwa 

perlindungan sosial dan layanan publik bukan beban semata, 

melainkan prasyarat legitimasi dan produktivitas. OECD 

• 4.4 Tantangan Eksternal: Guncangan Global dan Kedaulatan 

Kebijakan 

• Negara berkembang hidup di lingkungan global yang berubah 

cepat: suku bunga global, arus modal, perang dagang, gangguan 

rantai pasok, dan krisis geopolitik. Reformasi yang “dipaksakan” 

tanpa ruang adaptasi dapat menggerus kedaulatan kebijakan. 

• Contoh kontemporer: IMF dalam berbagai konteks mendorong 

reformasi struktural untuk pertumbuhan berkelanjutan dan 

pergeseran model pertumbuhan. Misalnya, IMF menyerukan 

percepatan reformasi struktural agar pertumbuhan lebih seimbang 

dan tahan guncangan. Reuters 

•  

• 5) Peluang Reformasi: Mengapa Reformasi Masih Relevan dan 

Strategis? 

• 5.1 Bonus Demografi dan Urbanisasi Produktif 

• Banyak negara berkembang masih memiliki peluang bonus 

demografi. Reformasi pendidikan–pelatihan, pasar tenaga kerja, 

dan iklim usaha dapat mengubah demografi menjadi produktivitas. 

Tanpa reformasi, bonus demografi berubah menjadi pengangguran 

massal dan ketidakstabilan sosial. 

• 5.2 Lompatan Digital: “State Capacity by Design” 

https://www.oecd.org/en/publications/can-social-protection-be-an-engine-for-inclusive-growth_9d95b5d0-en.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/business/finance/imf-urges-china-speed-up-structural-reform-raises-growth-forecasts-2025-12-10/?utm_source=chatgpt.com
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• Digitalisasi memberi peluang negara berkembang untuk 

melompati tahapan. Dengan identitas digital, pembayaran digital, 

e-procurement, dan integrasi data fiskal, pemerintah bisa: 

• menekan kebocoran anggaran, 

• mempercepat layanan, 

• memperluas basis pajak, 

• menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran. 

• Namun digitalisasi juga menuntut reformasi tata kelola data, 

keamanan siber, dan perlindungan privasi. 

• 5.3 Transisi Hijau dan Industri Bernilai Tambah 

• Perubahan iklim dan tuntutan ESG global memaksa pergeseran. 

Tetapi ini sekaligus peluang industrialisasi hijau: energi terbarukan, 

efisiensi, kendaraan listrik, dan rantai pasok rendah karbon. Negara 

berkembang yang kaya mineral strategis bisa naik kelas bila 

reformasi tata kelola sumber daya diarahkan pada hilirisasi yang 

transparan, kompetitif, dan berkeadilan. 

• Sebagai ilustrasi kebijakan, perubahan regulasi sektor ekstraktif 

sering dijadikan bagian reformasi untuk mendorong pemrosesan 

domestik dan nilai tambah. Misalnya, Indonesia mengamandemen 

aturan pertambangan untuk memperluas akses dan mendorong 

pengolahan domestik. Reuters 

• 5.4 Integrasi Rantai Nilai Regional 

• Diversifikasi rantai pasok global membuka peluang 

“nearshoring/friendshoring” di berbagai kawasan. Negara 

berkembang yang mampu memperbaiki logistik, kepastian hukum, 

dan kualitas tenaga kerja akan menarik investasi manufaktur dan 

jasa modern. 

•  

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-parliament-set-vote-amendment-mining-law-2025-02-18/?utm_source=chatgpt.com
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• 6) Studi Kasus Naratif (Ringkas namun Substantif) 

• 6.1 Vietnam – Doi Moi: Reformasi Bertahap yang Mengubah 

Struktur Ekonomi 

• Vietnam memulai Doi Moi pada 1986 sebagai respons atas kinerja 

buruk ekonomi terencana, namun reformasinya bersifat “renovasi” 

sistem—mengizinkan mekanisme pasar sambil mempertahankan 

peran negara dalam arah strategis. Dokumen Bank Dunia mencatat 

titik awal Doi Moi (1986) sebagai “new beginning” menuju 

ekonomi berorientasi pasar. World Bank+1 

• Pelajaran kunci: 

• reformasi bertahap, tidak semua dilepas sekaligus; 

• fokus pada produksi pertanian dan insentif, lalu industri dan 

perdagangan; 

• pembukaan ekonomi dikawal stabilitas politik dan agenda 

industrialisasi. 

• Narasi kebijakan: Vietnam menunjukkan bahwa reformasi tidak 

selalu identik dengan “negara mengecil”. Yang penting ialah 

kualitas koordinasi: negara mengurangi distorsi yang tidak 

produktif, sekaligus mengarahkan investasi ke sektor strategis dan 

ekspor. 

• 6.2 India – Reformasi 1991: Krisis Neraca Pembayaran sebagai 

Titik Balik 

• India mengalami tekanan neraca pembayaran dan cadangan devisa 

yang sangat rendah pada 1991. Dokumen Bank Dunia pada 1991 

menggambarkan India menghadapi kesulitan besar dalam 

mengelola neraca pembayaran pada saat cadangan devisa berada 

di level historis rendah. World Bank 

Reformasi awal 1990-an kemudian mencakup stabilisasi dan 

perubahan struktural, termasuk liberalisasi perdagangan, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/939241468127820747/pdf/669250WP00PUBL00Luoc0su0TA-pdf0i007.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://documents1.worldbank.org/curated/en/962181468033534646/pdf/multi0page.pdf?utm_source=chatgpt.com
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deregulasi, dan reformasi sektor keuangan—yang banyak diteliti 

dampaknya pada produktivitas perusahaan. IMF+1 

• Pelajaran kunci: 

• krisis sering memberi “window of opportunity” (kesempatan 

politik) untuk memotong veto group; 

• reformasi berhasil bila disertai narasi nasional yang meyakinkan: 

“ini jalan keluar, bukan paksaan”; 

• manfaat jangka panjang dapat besar, namun ketimpangan dan 

disparitas wilayah perlu kebijakan korektif. 

• 6.3 Indonesia – Reformasi Regulasi dan Iklim Investasi: 

Omnibus/Job Creation Law sebagai Contoh Kontemporer 

• Dalam konteks upaya menarik investasi dan menciptakan lapangan 

kerja, Indonesia mengesahkan UU Cipta Kerja (sering disebut 

Omnibus Law) pada 2 November 2020 dengan tujuan 

penyederhanaan perizinan dan harmonisasi regulasi untuk 

merespons tantangan ekonomi. UNCTAD Investment Policy Hub+1 

• Pelajaran kunci: 

• reformasi regulasi di negara berkembang sering menghadapi 

trade-off antara percepatan keputusan pusat vs kekhawatiran 

partisipasi dan perlindungan; 

• penyederhanaan izin efektif bila diikuti kapasitas implementasi 

(sistem digital, standar layanan, pengawasan); 

• legitimasi sosial membutuhkan komunikasi, pelibatan, dan 

kebijakan kompensasi yang kredibel. 

• 6.4 Pakistan/Egypt – Reformasi dalam Kerangka Program 

Stabilitas 

• Dalam beberapa negara, reformasi dikaitkan dengan program 

stabilisasi dan pembiayaan eksternal. Contoh: Pakistan melanjutkan 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0428.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3567/indonesia-omnibus-law-on-job-creation-has-been-enacted?utm_source=chatgpt.com
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program reformasi yang ditinjau IMF dan dikaitkan dengan 

pelepasan pendanaan, dengan penekanan pada disiplin kebijakan 

dan reformasi struktural untuk pertumbuhan jangka menengah. 

Reuters 

Kasus lain: IMF mendorong Mesir mempercepat reformasi 

struktural, termasuk pengurangan peran negara dan divestasi aset 

negara, setelah langkah stabilisasi menunjukkan hasil pada inflasi 

dan ketersediaan valuta asing. Reuters 

• Pelajaran kunci: 

• pembiayaan eksternal dapat memberi ruang napas, tetapi 

reformasi harus “diinstitusionalisasi” agar tidak berhenti ketika 

tekanan mereda; 

• risiko terbesar adalah reformasi menjadi sekadar kepatuhan 

administratif, bukan transformasi produktivitas. 

•  

• 7) Prinsip Desain Reformasi yang Lebih “Realistis” untuk 

Negara Berkembang 

• Prinsip 1 — Diagnosis yang Tepat, Bukan Copy–Paste 

• Negara berkembang memiliki struktur ekonomi, politik, dan 

institusi berbeda. Reformasi yang berhasil biasanya diawali 

“diagnosis binding constraints”: hambatan paling mengikat bagi 

investasi dan produktivitas (misal: listrik mahal, logistik buruk, 

kepastian hukum lemah, atau perizinan panjang). 

• Prinsip 2 — Sequencing dan “Quick Wins” 

• Reformasi besar perlu dibagi: 

• quick wins: digitalisasi izin, pemangkasan prosedur, transparansi 

pengadaan; 

• reform menengah: pajak, subsidi, BUMN, pasar tenaga kerja; 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/imf-board-signs-off-pakistan-review-keeps-7-billion-program-on-track-2025-12-08/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/world/africa/imf-reaches-staff-level-agreement-egypts-fifth-sixth-loan-programme-reviews-2025-12-23/?utm_source=chatgpt.com
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• reform panjang: pendidikan, inovasi, institusi hukum. 

• Prinsip 3 — Kompensasi, Perlindungan Sosial, dan Keadilan 

Transisi 

• Reformasi yang memunculkan korban transisi perlu kompensasi: 

bantuan tunai temporer, subsidi terarah, reskilling, jaminan 

kehilangan pekerjaan, dan layanan dasar. OECD menekankan 

argumen ekonomi bahwa perlindungan sosial dapat mendukung 

pertumbuhan inklusif. OECD 

• Prinsip 4 — Koalisi Politik dan Komunikasi Publik 

• Reformasi harus membangun koalisi: pelaku usaha produktif, 

UMKM, serikat pekerja moderat, akademisi, media, dan masyarakat 

sipil. Komunikasi perlu jujur: reformasi ada biaya, tetapi biaya itu 

dikelola dan dibagi adil. 

• Prinsip 5 — Governance by Data: Monitoring & Evaluasi 

• Reformasi sering gagal bukan karena idenya buruk, melainkan 

karena tidak diukur. Ukur: waktu izin, biaya logistik, kepatuhan 

pajak, angka partisipasi kerja, produktivitas sektor, dan indikator 

ketimpangan. 

•  

• 8) Peta Tantangan–Peluang dalam Kerangka Manajemen 

Perubahan (Narasi) 

• Bayangkan sebuah negara berkembang yang ingin mereformasi 

subsidi energi. Secara ekonomi, subsidi yang bocor membebani 

fiskal dan salah sasaran. Tetapi secara sosial, kenaikan harga energi 

menaikkan ongkos hidup, memicu protes. Reformasi “benar” 

secara angka bisa “gagal” secara legitimasi. 

• Maka reformasi yang cerdas berjalan seperti manajemen 

perubahan organisasi: 

https://www.oecd.org/en/publications/can-social-protection-be-an-engine-for-inclusive-growth_9d95b5d0-en.html?utm_source=chatgpt.com
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• Sense of urgency: jelaskan biaya subsidi dan siapa yang 

sebenarnya menikmati. 

• Coalition: gandeng pemda, pelaku UMKM, transportasi, tokoh 

masyarakat. 

• Compensation: sebelum harga naik, transfer tunai/kompensasi 

berjalan lebih dulu (credible). 

• Phasing: kenaikan bertahap, bukan shock. 

• Accountability: publik bisa memantau penghematan dialihkan ke 

kesehatan/pendidikan. 

• Institutionalization: aturan subsidi tepat sasaran berbasis data. 

• Dalam konteks inilah, pesan IMF tentang “acceptability” reformasi 

menjadi sangat praktis: reformasi yang paling rasional pun perlu 

dibungkus sebagai kontrak sosial baru. IMF 

•  

• 9) Agenda Reformasi “Generasi Baru” untuk Negara 

Berkembang (2025 ke Depan) 

• Menghadapi perubahan teknologi, iklim, dan geopolitik, reformasi 

ekonomi negara berkembang cenderung bergerak ke arah berikut: 

• Reformasi produktivitas: kompetisi, logistik, kualitas regulasi, 

inovasi. World Bank 

• Reformasi negara (state capability): digital government, pajak 

modern, pengadaan transparan, layanan publik berkualitas. 

• Reformasi ketahanan: diversifikasi ekspor, manajemen risiko 

utang, cadangan strategis pangan/energi. 

• Reformasi hijau: energi bersih, efisiensi, industri bernilai tambah 

rendah karbon. 

https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/october/english/ch03.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://documents1.worldbank.org/curated/en/636691626716744853/pdf/Structural-Reforms-and-Productivity-Growth-in-Developing-Countries-Intra-or-Inter-Reallocation-Channel.pdf?utm_source=chatgpt.com
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• Reformasi inklusif: perlindungan sosial produktif, peningkatan 

keterampilan, penguatan wilayah tertinggal. 

• IMF dan lembaga global juga semakin menekankan reformasi yang 

menghasilkan pertumbuhan “kuat dan inklusif”, termasuk peran 

kebijakan struktural dan sosial. IMF+1 

•  

• 10) Penutup: Reformasi sebagai Kontrak Sosial dan Strategi 

Daya Saing 

• Reformasi ekonomi di negara berkembang pada akhirnya adalah 

pilihan antara: 

• mempertahankan kenyamanan jangka pendek yang rapuh, atau 

• menanggung biaya transisi yang dikelola untuk ketahanan jangka 

panjang. 

• Tantangannya nyata: resistensi elite, kapasitas institusi terbatas, 

ketimpangan, dan guncangan global. Namun peluangnya juga 

besar: lompatan digital, transisi hijau, integrasi rantai nilai, dan 

bonus demografi. Kunci keberhasilan reformasi bukan sekadar 

“pasar lebih bebas” atau “negara lebih kuat”, melainkan aturan 

main yang lebih adil, institusi yang kredibel, dan kebijakan 

kompensasi yang melindungi martabat warga. 

 

 

 

Refleksi 

Reformasi ekonomi di negara berkembang pada dasarnya bukan 

sekadar “mengubah angka” (defisit turun, inflasi stabil, investasi 

naik), melainkan mengubah relasi kekuasaan, insentif, dan 

kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, reformasi gagal bukan 

https://www.imf.org/-/media/files/icd/ig.pdf?utm_source=chatgpt.com
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karena diagnosis teknokratisnya salah, tetapi karena politik 

distribusi dan legitimasi sosial diabaikan. Di titik ini, reformasi 

ekonomi menjadi semacam kontrak sosial baru: negara meminta 

masyarakat menanggung biaya transisi tertentu, sementara negara 

berjanji mengelola transisi itu secara adil, transparan, dan 

produktif. 

Ada tiga lapis refleksi yang penting. 

1) Reformasi sebagai pilihan moral, bukan hanya pilihan 

kebijakan 

Setiap reformasi memindahkan beban dan manfaat. Ketika subsidi 

dipangkas, ketika pajak diperluas, ketika BUMN direstrukturisasi, 

ketika impor dibuka, selalu ada pihak yang “terluka” lebih dulu—

dan ada pihak yang “menuai” lebih dulu. Dari perspektif etika 

kebijakan publik, pertanyaannya bukan hanya: apakah reformasi 

efisien? tetapi juga: 

• apakah reformasi adil dalam proses dan hasil? 

• siapa yang menanggung biaya transisi, dan apakah mereka 

mendapatkan kompensasi yang layak? 

• apakah reformasi memperkuat martabat warga (akses kerja layak, 

layanan dasar), atau sekadar menertibkan fiskal? 

Refleksi ini penting karena ketidakadilan transisi sering menjadi 

“benih” ketidakstabilan politik yang pada akhirnya merusak hasil 

reformasi itu sendiri. 

2) Reformasi sebagai manajemen perubahan skala nasional 

Bila organisasi membutuhkan manajemen perubahan (change 

management), negara berkembang membutuhkan versi yang jauh 

lebih kompleks: aktornya banyak, kepentingannya bertabrakan, 

dan kapasitas pelaksanaannya tidak merata. Reformasi yang baik 

membutuhkan: 
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• narasi perubahan yang mudah dipahami publik (why), 

• peta langkah implementasi yang realistis (how), 

• quick wins yang terlihat, 

• mekanisme akuntabilitas yang bisa diawasi masyarakat, dan 

• kompensasi yang berjalan lebih dulu daripada kebijakan yang 

“menyakitkan”. 

Tanpa itu, reformasi mudah berubah menjadi “program elit” yang 

tidak dipercaya. 

3) Reformasi sebagai pembangunan kapasitas negara (state 

capability) 

Negara berkembang sering ingin pasar bekerja lebih baik, tetapi 

lupa bahwa pasar membutuhkan institusi: kepastian hukum, 

administrasi yang efisien, data yang akurat, dan penegakan aturan. 

Maka reformasi bukan hanya “melepas” atau “membuka”, tetapi 

juga membangun kemampuan negara: 

• digital government yang menurunkan biaya transaksi dan rente, 

• reformasi pajak yang memperkuat penerimaan tanpa menekan 

UMKM secara tidak adil, 

• reformasi pengadaan untuk mengurangi kebocoran, 

• reformasi perizinan yang memangkas waktu dan ketidakpastian. 

Pada level yang lebih dalam, reformasi adalah proses membangun 

kepercayaan: negara dipercaya karena konsisten, transparan, dan 

mampu melindungi yang rentan sambil mendorong produktivitas. 

 

Diskusi 
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Di bawah ini saya susun bahan diskusi yang bisa dipakai untuk 

kelas, FGD, atau penulisan esai/mini-paper. 

A. Pertanyaan Pemantik (Level Konseptual) 

1. Apa definisi “keberhasilan” reformasi ekonomi? 

Apakah cukup dengan pertumbuhan dan stabilitas? Atau harus 

termasuk pengurangan ketimpangan, penciptaan kerja layak, dan 

peningkatan kualitas layanan publik? 

2. Apakah reformasi harus selalu pro-pasar? 

Diskusikan peran negara sebagai regulator, investor, dan pengarah 

industrialisasi (misalnya dalam transisi hijau atau hilirisasi). 

3. Kapan reformasi perlu “shock therapy” dan kapan perlu 

bertahap? 

Apa syarat minimal agar shock therapy tidak memicu krisis sosial? 

4. Bagaimana menilai trade-off antara efisiensi dan keadilan? 

Berikan contoh konkret: subsidi energi, liberalisasi impor pangan, 

atau restrukturisasi BUMN. 

5. Apakah legitimasi publik lebih penting daripada ketepatan 

teknokratis? 

Jelaskan dengan logika: reformasi yang benar tetapi ditolak publik 

vs reformasi moderat namun diterima. 

 

B. Pertanyaan Diskusi (Level Implementasi Kebijakan) 

6. Sequencing reformasi: 

Jika Anda menjadi perancang kebijakan, urutan mana yang Anda 

pilih dan mengapa? 

o reformasi subsidi → bantuan sosial tepat sasaran → reformasi 

pajak → deregulasi investasi 

atau 
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o deregulasi investasi → industrialisasi → reformasi subsidi → 

reformasi pajak 

7. Kompensasi transisi: 

Apa bentuk kompensasi yang paling efektif: bantuan tunai, subsidi 

terarah, pelatihan kerja, atau layanan publik? Bagaimana mencegah 

moral hazard dan kebocoran? 

8. Reformasi perizinan: 

Mengapa penyederhanaan perizinan sering tidak otomatis 

meningkatkan investasi? (Diskusikan: kepastian hukum, korupsi, 

logistik, energi, kualitas SDM). 

9. Reformasi pajak: 

Bagaimana memperluas basis pajak tanpa “mematikan” UMKM? 

Apa peran digitalisasi (e-invoicing, integrasi data) dan bagaimana 

risiko privasi/keadilan? 

10. Peran data dan pengukuran: 

Indikator apa yang wajib dipantau agar reformasi tidak hanya 

sukses di atas kertas? 

(Misal: waktu izin, biaya logistik, produktivitas, inflasi pangan, 

kemiskinan, Gini, partisipasi kerja, kualitas layanan publik). 

 

C. Studi Kasus Mini untuk Diskusi Kelompok (Naratif) 

Kasus 1: Reformasi Subsidi Energi 

Sebuah negara berkembang mengalami defisit meningkat karena 

subsidi energi membengkak. Pemerintah ingin mengalihkan dana 

ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, masyarakat 

khawatir harga naik dan daya beli turun. 

Tugas diskusi: 

• Rancang paket reformasi 12 bulan: apa yang dilakukan bulan 1–3, 

4–6, 7–12? 
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• Buat skema kompensasi yang “credible”: siapa penerima, 

mekanisme verifikasi, dan kanal pembayaran. 

• Susun strategi komunikasi publik: pesan inti, juru bicara, dan 

transparansi. 

Kasus 2: Deregulasi Investasi vs Perlindungan Tenaga Kerja 

Pemerintah ingin mempercepat penciptaan lapangan kerja dengan 

menyederhanakan regulasi dan meningkatkan fleksibilitas pasar 

kerja. Serikat pekerja menolak karena takut PHK mudah dan upah 

turun. 

Tugas diskusi: 

• Buat desain “flexicurity” versi negara berkembang: fleksibel bagi 

perusahaan namun aman bagi pekerja. 

• Usulkan kebijakan pasar kerja aktif (training, job-matching, 

sertifikasi) dan siapa yang membiayai. 

Kasus 3: Restrukturisasi BUMN 

BUMN tertentu menjadi beban fiskal karena inefisiensi dan tata 

kelola lemah. Pemerintah mempertimbangkan restrukturisasi, 

kemitraan strategis, atau divestasi sebagian. 

Tugas diskusi: 

• Tentukan kriteria: BUMN mana yang harus tetap strategis, mana 

yang bisa kompetitif penuh? 

• Susun peta risiko: korupsi, monopoli, PHK, hilangnya layanan 

publik, dan mitigasinya. 

 

D. Debat Terstruktur (Pro–Kontra) 

1. “Negara berkembang harus memprioritaskan stabilisasi makro 

meskipun mengorbankan program sosial.” 
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2. “Privatisasi adalah cara tercepat meningkatkan efisiensi di negara 

berkembang.” 

3. “Perlindungan sosial adalah investasi produktif, bukan beban 

fiskal.” 

4. “Digitalisasi layanan publik adalah reformasi institusional paling 

penting abad ini.” 

Format debat: 2 tim (pro/kontra), masing-masing 5 menit 

paparan, 3 menit bantahan, 2 menit penutup. Penonton menilai: 

ketajaman argumen, data/ilustrasi, dan aspek etika-kebijakan. 

 

E. Pertanyaan Reflektif untuk Mahasiswa (Essay Prompt) 

1. Pilih satu reformasi (subsidi, pajak, perizinan, tenaga kerja, BUMN). 

Jelaskan: masalah inti, aktor yang diuntungkan-dirugikan, biaya 

transisi, dan paket kompensasi. 

2. Bandingkan dua pendekatan: reformasi “bertahap” vs “kejut”. 

Dalam konteks negara berkembang, mana lebih realistis dan 

mengapa? 

3. Rumuskan “kontrak sosial reformasi” dalam 7–10 poin: apa janji 

pemerintah dan apa partisipasi masyarakat? 

 

F. Kerangka Penutup Diskusi: “Moral Arc” Reformasi 

Sebagai penegasan akademik yang mudah diingat, reformasi 

ekonomi dapat dipetakan sebagai lintasan moral dan institusional: 

Krisis → Penataan Aturan → Disiplin & Transparansi → 

Produktivitas → Inklusivitas → Ketahanan 

Diskusi kelas dapat menilai: di titik mana reformasi sering macet? 
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• Banyak negara berhenti di “penataan aturan” (dokumen bagus, 

implementasi lemah). 

• Sebagian berhenti di “disiplin” (austerity) tanpa masuk 

“inklusivitas”. 

• Yang matang biasanya berhasil sampai “ketahanan” karena 

reformasi menjadi kebiasaan institusional, bukan program 

musiman. 

 

 

 

Glosarium 

1. Akuntabilitas publik: kewajiban pemerintah/lembaga untuk 

menjelaskan keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil 

kebijakan kepada masyarakat serta membuka ruang evaluasi dan 

koreksi. 

2. Austerity (pengetatan): kebijakan menekan defisit/utang melalui 

pengurangan belanja, kenaikan pajak, atau keduanya; efektif 

menstabilkan fiskal, tetapi berisiko menekan permintaan agregat 

dan memicu resistensi sosial bila tanpa kompensasi. 

3. Balance of Payments (Neraca Pembayaran): catatan transaksi 

ekonomi suatu negara dengan dunia (perdagangan barang/jasa, 

pendapatan, transfer, arus modal/keuangan). Defisit berlarut dapat 

memicu krisis kurs dan cadangan devisa. 

4. Binding constraints (kendala paling mengikat): hambatan 

utama yang “paling membatasi” pertumbuhan/investasi (mis. listrik 

mahal, logistik buruk, kepastian hukum lemah); fokus reformasi 

diarahkan pada kendala ini agar “modal politik” reformasi tidak 

terbuang. 
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5. BUMN/SOE (State-Owned Enterprise): perusahaan milik negara; 

reformasi BUMN biasanya mencakup perbaikan tata kelola, 

restrukturisasi, peningkatan efisiensi, hingga divestasi/kemitraan 

strategis. 

6. Cadangan devisa: aset valas yang dimiliki bank sentral untuk 

menjaga stabilitas kurs dan membiayai impor saat terjadi 

guncangan eksternal. 

7. Capital account liberalization: pelonggaran pembatasan arus 

modal lintas negara; dapat menarik investasi, tetapi meningkatkan 

kerentanan terhadap pembalikan modal (sudden stop) bila institusi 

keuangan lemah. 

8. Credibility (kredibilitas kebijakan): tingkat kepercayaan pelaku 

ekonomi bahwa pemerintah konsisten dan mampu menjalankan 

kebijakan; kredibilitas menurunkan biaya pinjaman, menstabilkan 

ekspektasi inflasi, dan memperkuat investasi. 

9. Deregulasi: pengurangan/penyederhanaan aturan yang 

menghambat aktivitas ekonomi. Deregulasi yang baik bukan 

“tanpa aturan”, melainkan “aturan yang lebih sederhana, jelas, dan 

bisa ditegakkan”. 

10. Disiplin fiskal: pengelolaan anggaran agar defisit dan utang 

berada pada jalur berkelanjutan (sustainable), termasuk kualitas 

belanja dan efisiensi penerimaan. 

11. Distorsi harga: perbedaan antara harga pasar dan harga 

“yang terbentuk karena kebijakan” (subsidi, kontrol harga) 

sehingga insentif menjadi tidak tepat dan alokasi sumber daya 

tidak efisien. 

12. Doing Business / Business environment indicators: 

indikator iklim usaha (perizinan, kontrak, listrik, pajak, perdagangan 

lintas batas). Penting untuk memotret biaya transaksi, meski 

metodologinya harus dipahami secara kritis. 
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13. Dualisme ekonomi: koeksistensi sektor modern (formal, 

produktivitas tinggi) dan sektor tradisional/informal (produktifitas 

rendah). Reformasi di negara berkembang sering tersendat karena 

dualisme ini sangat besar. 

14. Efisiensi alokatif: kemampuan ekonomi mengalokasikan 

tenaga kerja, modal, dan lahan ke sektor yang paling produktif. 

15. Ekonomi informal: aktivitas ekonomi di luar 

regulasi/pencatatan formal (tanpa kontrak, pajak, jaminan sosial). 

Reformasi perlu memperluas formalitas secara bertahap agar tidak 

“mematikan” mata pencaharian. 

16. Fiscal space (ruang fiskal): kemampuan pemerintah 

menambah belanja atau menurunkan pajak tanpa mengganggu 

keberlanjutan utang dan stabilitas makro. 

17. Foreign Direct Investment (FDI): investasi langsung asing 

(pabrik, layanan, infrastruktur) yang umumnya membawa modal, 

teknologi, dan akses pasar; sangat sensitif terhadap kepastian 

regulasi. 

18. Governance (tata kelola): kualitas aturan, proses, dan 

perilaku institusi publik—termasuk transparansi, akuntabilitas, 

integritas, dan efektivitas layanan. 

19. Green transition (transisi hijau): peralihan struktur energi 

dan industri menuju emisi lebih rendah, efisiensi sumber daya, dan 

ketahanan iklim. 

20. Growth diagnostics: kerangka diagnosis untuk 

mengidentifikasi kendala paling mengikat pertumbuhan dan 

menyusun prioritas reformasi berdasarkan konteks spesifik negara. 

21. Hilirisasi / value addition: kebijakan meningkatkan nilai 

tambah domestik (mis. mengolah bahan mentah menjadi produk 

antara/akhir) agar ekonomi naik kelas dalam rantai nilai. 
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22. Iklim investasi: gabungan faktor hukum, perizinan, 

infrastruktur, tenaga kerja, perpajakan, dan stabilitas makro yang 

menentukan keputusan investasi. 

23. Inflation targeting: kerangka kebijakan moneter yang 

menargetkan inflasi tertentu sebagai jangkar ekspektasi; biasanya 

memerlukan kredibilitas bank sentral dan komunikasi kebijakan 

yang jelas. 

24. Institusi (institutions): “aturan main” formal dan informal 

(hukum, norma, kontrak) yang membentuk insentif ekonomi; 

institusi yang inklusif cenderung mendorong inovasi dan 

produktivitas. 

25. Jaring pengaman sosial: program perlindungan untuk 

rumah tangga rentan (bantuan tunai, pangan, subsidi terarah, 

asuransi sosial) agar biaya transisi reformasi tidak jatuh pada 

kelompok yang paling lemah. 

26. Ketahanan eksternal: kemampuan ekonomi bertahan dari 

guncangan luar (harga komoditas, suku bunga global, pembalikan 

modal), ditopang oleh cadangan devisa, diversifikasi ekspor, dan 

kebijakan makro yang kredibel. 

27. Ketimpangan (inequality): perbedaan distribusi 

pendapatan/kekayaan/akses layanan. Reformasi yang tidak inklusif 

sering memperlebar ketimpangan dan memicu “reform fatigue”. 

28. Konsolidasi fiskal: proses menurunkan defisit/utang dengan 

penyesuaian belanja dan penerimaan, sering melalui reformasi 

subsidi dan pajak. 

29. Krisis neraca pembayaran: kondisi ketika devisa tidak cukup 

membiayai impor dan pembayaran luar negeri; biasanya disertai 

tekanan kurs dan pengetatan impor. 
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30. Liberalisasi perdagangan: pengurangan hambatan 

tarif/non-tarif untuk meningkatkan kompetisi dan efisiensi; perlu 

diimbangi peningkatan produktivitas domestik dan mitigasi 

dampak sektoral. 

31. Market failures (kegagalan pasar): situasi ketika pasar tidak 

menghasilkan hasil optimal (monopoli, eksternalitas, informasi 

asimetris), sehingga intervensi kebijakan dibutuhkan. 

32. Monopoli/oligopoli: struktur pasar dengan sedikit pelaku 

dominan; reformasi persaingan mencegah rente berlebihan dan 

meningkatkan inovasi. 

33. Moral hazard: perilaku mengambil risiko berlebihan karena 

merasa akan “diselamatkan” (mis. subsidi permanen, bailout tanpa 

syarat). 

34. Omnibus / harmonisasi regulasi: strategi menyatukan atau 

menyelaraskan banyak aturan untuk mengurangi tumpang tindih 

dan ketidakpastian, dengan tujuan menurunkan biaya transaksi. 

35. Pajak berbasis luas (broad-based taxation): strategi 

memperluas basis pajak agar tarif tidak harus terlalu tinggi dan 

beban lebih merata. 

36. Path dependency: kecenderungan institusi/kebijakan sulit 

berubah karena warisan sejarah dan kepentingan yang sudah 

terbentuk. 

37. Political economy (ekonomi-politik): kajian tentang 

bagaimana kepentingan, kekuasaan, dan insentif politik 

memengaruhi kebijakan ekonomi dan implementasinya. 

38. Privatisasi: pengalihan kepemilikan/operasi aset negara ke 

sektor swasta; tujuannya sering meningkatkan efisiensi, tetapi perlu 

desain agar tidak menciptakan monopoli baru dan tetap 

melindungi layanan publik. 
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39. Produktivitas (TFP): efisiensi penggunaan input 

(modal/tenaga kerja) untuk menghasilkan output; reformasi 

struktural sering menargetkan kenaikan produktivitas. 

40. Reform fatigue (kelelahan reformasi): kondisi sosial-politik 

ketika publik kehilangan kepercayaan karena reformasi berulang 

tetapi manfaatnya tidak terasa atau dirasa tidak adil. 

41. Reformasi institusional: perubahan pada sistem hukum, 

birokrasi, tata kelola, dan penegakan aturan agar kebijakan 

berjalan konsisten dan dipercaya. 

42. Reformasi struktural: perubahan aturan yang memengaruhi 

cara pasar bekerja (persaingan, perdagangan, tenaga kerja, 

keuangan, perizinan) untuk meningkatkan produktivitas dan 

investasi. 

43. Rent (rente ekonomi): keuntungan berlebih yang timbul 

bukan dari produktivitas, melainkan dari privilese (izin, monopoli, 

proteksi). Reformasi sering “mengganggu” rente sehingga memicu 

resistensi. 

44. Rule of law: supremasi hukum—kontrak ditegakkan, 

kepastian regulasi terjaga, dan arbitrase konflik adil—sebagai 

fondasi investasi jangka panjang. 

45. Sequencing (urutan reformasi): penentuan prioritas dan 

tahap implementasi. Urutan yang tepat mengurangi guncangan 

sosial dan meningkatkan peluang keberhasilan. 

46. Shock therapy: reformasi cepat dan besar (harga, subsidi, 

kurs, liberalisasi) untuk memutus krisis; berisiko tinggi bila institusi 

dan kompensasi lemah. 

47. Social acceptability (penerimaan sosial): sejauh mana 

masyarakat menerima reformasi, dipengaruhi oleh persepsi 



Rudy C Tarumingkeng: Reformasi Ekonomi di Negara Berkembang: 
Tantangan dan Peluang 

 

28 

keadilan, konsultasi, komunikasi, serta kompensasi bagi kelompok 

terdampak. 

48. Stakeholder engagement: pelibatan aktor terdampak 

(pekerja, UMKM, pemda, komunitas) dalam desain dan komunikasi 

reformasi agar legitimasi meningkat. 

49. Subsidi tepat sasaran: subsidi yang dirancang untuk 

kelompok rentan atau sektor strategis tertentu dengan basis data 

yang kuat agar kebocoran turun. 

50. Sustainable debt (keberlanjutan utang): kondisi utang 

pemerintah dapat dibayar tanpa penyesuaian kebijakan ekstrem 

atau krisis; terkait rasio utang, bunga, pertumbuhan, dan 

kredibilitas fiskal. 

51. Transparansi pengadaan (e-procurement): sistem 

pengadaan terbuka dan digital untuk mengurangi korupsi, 

memperkuat persaingan, dan menurunkan biaya. 

52. Washington Consensus: paket kebijakan reformasi yang 

dipopulerkan (secara ringkas) sebagai “konsensus” reformasi pro-

stabilitas dan pro-pasar; sering diperdebatkan dan mengalami 

evolusi ke pendekatan yang lebih institusional dan inklusif. 
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